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PUTUSAN
Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Mtr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 28 Juli 1993, agama

Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Lingkungan Lendang Lekong, Rt.001, Rw.-, Kelurahan
Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
sebagai Penggugat,
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Johar Pelita, 07 Maret 1980,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
Diploma IIl, tempat kediaman di Dusun Johar Pelita,
Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten
Lombok Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2019
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Mtr,
tanggal 18 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten
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Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:
669/89/1X/2014, tanggal 23 September 2014;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah Orang tua Tergugat di Dusun Johar Pelita, Desa jatisela, Kecamatan
Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 1 tahun.
kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Lingkungan Lendang
Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,
selama kurang lebih 2 Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak
bernama: ANAK, Perempuan, umur 4 tahun, (Mataram, 07 September 2015);
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang

terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat jarang memberikan nafkah;
b. Tergugat sering berkata kasar;

C. Tergugat sering memukul;

d. Tergugat sering mabuk;

5. Bahwa pada bulan November 2016, antara Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat
sebagaimana alamat diatas, selama itu tidak ada lagi hubungan layaknya
suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bad€™in Shughraa Tergugat kepada
Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;
SUBSIDER :
Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Mei 2019,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan
gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya
untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa
didengarkan jawabannya karena tidak menghadap ke persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’/kuasanya yang sah,
berdasarkan pemberitahuan secara langsung pada persidangan tanggal 19
Juni 2019 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal
11 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Juru
Sita Pengadilan Agama Mataram secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan
bukti berupa :
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A.

Surat:
1. Asli Surat Keterangan An. Penggugat Nomor : 274/Kel-
MDL/IV/2019 tanggal 15 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah Kota Mataram,setelah diperiksa bermeterai cukup, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 669/89/1X/2014, tanggal 23
September 2014,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Guunungsari, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.2 :

B.

Saksi:

1. SAKSI I,Lahir di Lombok Timur tanggal 31 Desember 1960,
umur
umur 59 tahun,agama Islam, pendidikan tidak sekolah. Pekerjaan Ibu
Rumah tangga,tempat tinggal di Lingkungan Lendang Lekong, RT.003.
Rw. 003. RT. 264, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya,
Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saya adalah ibu kandung Penggugat ;
Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat Tergugat adalah
suami isteri sah yang Menikah pada tanggal 23 September
2014;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Muhammad Hairil Kahfi
dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal
dirumah orang tua Tergugat 1 tahun kemudian pindah
kerumah orang tua Penggugat sampai 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lebih dari 3 kali Penggugat
denganTergugat sering bertengkar/cekcok dan Tergugat sering
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memukul, Tergugat mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah
karena ;
- Bahwa Penggugat an Tergugat telah  dikaruniai 1 orang anak
bernama ; Aisya Rana, perempuan, umur 4 tahun dan anak
tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah tempat
tinggal sejak bulan November 2016 hingga sekarang,
Penggugat tinggal sama saya, dan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tinggal diJatisela Gunungsari ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Tergugat saling
mengujungi atau berhubungan lagi dan tidak pernah ada
komunikasi ;
2. SAKSI Il,Lahir di Mataram tanggal 12 Juli 1997, umur
Umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP . Pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Lingkungan Lendang Lekong, Rt. 003. Rw. 264,
Kelurahan  Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saya adalah Adek kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat Tergugat adalah
suami isteri sah yang Menikah pada tanggal 23 September
2014;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Muhammad Hairil Kahfi
dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal
dirumah orang tua Tergugat 1 tahun  kemudian pindah
kerumah orang tua Penggugat sampai 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lebih dari 3 kali Penggugat
denganTergugat sering bertengkar/cekcok dan Tergugat sering
memukul, Tergugat mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah

karena ;
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- Bahwa Penggugat an Tergugat telah  dikaruniai 1 orang anak
bernama ; Aisya Rana, perempuan, umur 4 tahun dan anak
tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah tempat
tinggal sejak bulan November 2016 hingga sekarang,
Penggugat tinggal sama saya, dan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tinggal diJatisela Gunungsatri ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Tergugat saling
mengujungi atau berhubungan lagi dan tidak pernah ada
komunikasi ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat
membenarkan semuanya,;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan
keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan
Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak
namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah
memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Drs. Hafiz, MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22
Mei 2019 mediasi tidak behasil/gagal, dengan demikian, dalam pemeriksaaan

perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah
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Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Surat Keteranga Domisili. Penggugat), isi
bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat Lingkungan
Lendang Lekong, Rt.001, Rw.-, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya,
Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat
dengan Tergugat), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai hubungan antara
penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup
dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah
dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai
terhadap tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat
sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peenggugat, bukti tulis
serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka
persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai
berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten
Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:

669/89/1X/2014, tanggal 23 September 2014;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di

rumah Orang tua Tergugat di Dusun Johar Pelita, Desa jatisela, Kecamatan
Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 1 tahun.
kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Lingkungan Lendang
Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,

selama kurang lebih 2 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak
bernama: Aisya Rana, Perempuan, umur 4 tahun, (Mataram, 07 September

2015);
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang

terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat jarang memberikan nafkah;
b. Tergugat sering berkata kasar;

C. Tergugat sering memukul;

d. Tergugat sering mabuk;

5. Bahwa pada bulan November 2016, antara Penggugat dan Tergugat
terjadi  perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat perqgi
meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat
sebagaimana alamat diatas, selama itu tidak ada lagi hubungan layaknya
suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
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Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai
dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup
dalam satu rumah namun pisah kamar dan sudah tidak berhubungan lagi
sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat
dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras
minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi
dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya
perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh
kasih sayang (sakinah, mawaddah warahmah) sehingga tujuan perkawinan
tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar
Rum ayat 21;

pSis Jazg lell 19iSwil kgl pSwsil e oS Bl aisls Yag
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Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu

pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan

rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian
(broken marriage) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih
besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat
berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam
mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat,

sebagaimana Kaidah fighiyah dalam Kitab Asybah wa al-Nadhaair, hal. 62 :
£ dwleall pais wd> e rlladll

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan”;
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Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut
serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri
majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling
mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Olgliwiacap y8dllj9>al jomgllal ), allsladaldagl=as
Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka
disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada

istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan huruf (b) yakni “salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya” dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni :"antara
suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap
Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan
Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek
dengan jatuh talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai
Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah
berhasil membuktikan daliinya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan
dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 476000,00 ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 14 Zulgaidah 1440 Hijriah, oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai
Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. M. Ishagq, M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Hafiz, M.H. H. Mansur, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ishaqg, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.
Perincian biaya :
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Pendaftaran Rp60.000,00
Proses Rp50.000,00
Panggilan Rp355.000,00
Redaksi Rp5.000,00
Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp476.000,00
( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

SISO N o
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